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Digital transformation in the public sector requires the implementation of
user interface and user experience (Ul/UX) design that ensures government
services are effective, inclusive, and easy to use. However, numerous studies
indicate that government applications continue to face challenges related
to usability, accessibility, and misalignment between system design and user
needs. This study aims to map UlI/UX evaluation and design approaches in
the context of government applications through a Systematic Literature
Review (SLR) guided by the PRISMA framework. The literature search was
conducted in the Scopus database using the keywords (“user interface” OR
“user experience”) AND (“government application” OR “e-government”)
AND (“method” OR “model” OR “framework”), resulting in 275 records.
Following a rigorous screening and eligibility assessment, 10 articles met the
inclusion criteria and were analyzed further. The findings indicate that the
most commonly employed evaluation methods include Heuristic Evaluation,
Cognitive Walkthrough, Usability Testing, and the Think-Aloud Protocol, while
frequently used measurement instruments include the System Usability Scale
(SUS) and ISO 25022/25023 standards. Recurrent issues identified across
studies include non-intuitive navigation, limited system feedback, and
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accessibility barriers for users with special needs. This study highlights the
importance of integrating expert-based and user-centered evaluations to
enhance the quality of digital government services.

Keywords: Digital government services; user experience; user interface
design; usability evaluation; accessibility

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor publik menuntut penerapan desain antarmuka
dan pengalaman pengguna (UlI/UX) yang mampu memastikan layanan
pemerintah berjalan secara efekftif, inklusif, dan mudah digunakan. Namun,
berbagai penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pemerintah  masih
menghadapi tantangan terkait  kegunaan, aksesibilitas, serta
ketidaksesuaian antara rancangan sistem dan kebutuhan pengguna.
Penelitian ini bertujuan memetakan pendekatan evaluasi dan desain UI/UX
dalam konteks aplikasi pemerinfah melalui Systematic Literature Review
(SLR) yang mengacu pada pedoman PRISMA. Penelusuran literatur
dilakukan pada basis data Scopus menggunakan kata kunci (“user
inferface” OR “user experience”) AND (“government application” OR “e-
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government”)
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AND (“method” OR “model” OR *“framework”), yang

menghasilkan 275 dokumen. Setelah melalui proses penyaringan dan
evaluasi kelayakan, sebanyak 10 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk
dianalisis lebih lanjut. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode evaluasi
yang dominan meliputi Heuristic Evaluation, Cognitive Walkthrough, Usability
Testing, dan Think-Aloud Protocol, dengan instrumen pengukuran yang
umum digunakan seperti System Usability Scale (SUS) dan standar I1SO
25022/25023. Temuan penelitian mengungkap permasalahan berulang
berupa navigasi yang tidak intuitif, keterbatasan umpan balik sistem, serta
kendala aksesibilitas. Studi ini menegaskan pentingnya integrasi evaluasi
berbasis ahli dan pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan digital

pemerintah.

Kata kunci: Layanan digital pemerintah; pengalaman pengguna; desain
antarmuka pengguna; evaluasi kegunaan; aksesibilitas
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong
pemerintah di berbagai negara untuk mengadopsi
layanan digital sebagai strategi utama  dalom
meningkatkan kudlitas pelayanan publik. Digitalisasi
sektor publik dipandang sebagai instrumen penting
dalom meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi
tata kelola, serta kualitas interaksi antara pemerintah
dan masyaraokat [1], [2]. Dalam konteks ini, aplikasi
pemerintah baik berbasis web maupun aplikasi seluler
menjadi media utama yang menghubungkan
kebijokan publik dengan pengalaman warga negara
dalam mengakses layanan administratif dan informasi
secara daring. Oleh karena itu, keberhasilan
tfransformasi  digital pemerinfah sangat bergantung
pada kemampuan sistem  unfuk memberikan
pengalaman penggunaan yang efekfif, mudah
dipahami, dan berorientasi pada kebutuhan
pengguna akhir [3], [4].

Transformasi  digital  tersebut  tidak  hanya
mengubah mekanisme administrasi publik, tetapi juga
secara fundamental memengaruhi pola interaksi
antara pemerintah dan masyarakat. Layanan publik
yang sebelumnya bersifat tatap muka kini bergeser ke
antarmuka digital yang menuntut kejelasan navigasi,
konsistensi desain, dan keandalan sistem [5]. Dalam
ekosistem ini, desain antarmuka (user interface) dan
pengalaman pengguna (user experience)
memainkan peran strategis karena menjadi faktor
penentu adopsi, kepuasan, serta keberlanjutan
penggunaan layanan digital pemerintah [6]. Studi
sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas Ul/UX yang
baik mampu meningkatkan persepsi kegunaan dan
kepercayaan publik, sementara desain yang buruk
berpotensi menimbulkan resistensi pengguna dan
menurunkan efektivitas layanan [7].

Meskipun implementasi aplikasi pemerintah terus
berkembang, berbagai penelition  mengungkap
bahwa layanan digital pemerintah masih
menghadapi tantangan signifikan dari sisi kegunaan
dan pengalaman  pengguna.  Sejumlah  studi
melaporkan permasalahan berupa navigasi yang
tidak intuitif, alur layanan yang kompleks, desain visual
yang fidak konsisten, serfa minimnya umpan balik

sistem ketika pengguna melakukan kesalahan [8].
Permasalahan tersebut berdampak langsung pada
menurunnya  fingkat  kepuasan dan  efektivitas
penggunaan layanan digital pemerintah. Temuan
serupa juga ditemukan dalam konteks mobile
government, di  mana gangguan alur  fugas,
keterbatasan tampilan layar, serta penyagjian informasi
yang kurang jelas memengaruhi kualitas pengalaman
pengguna [9], [10]. Isu aksesibilitas turut menjadi
perhatian penting dalom pengembangan aplikasi
pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak
situs web dan aplikasi pemerintah belum sepenuhnya
memenuhi standar aksesibilitas, sehingga menyulitkan
kelompok pengguna tertentu, khususnya penyandang
disabilitas, dalam mengakses layanan secara mandiri
[11]. Hombatan tersebut tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga berdampak pada aspek emosional dan
sosial pengguna, seperti meningkatnya rasa frustrasi
dan marginalisasi digital [12]. Selain itu, keterbatasan
literasi digital dan kesenjangan infrastruktur di negara
berkembang semakin  memperburuk pengalaman
pengguna dalam memanfaatkan layanan
pemerintah berbasis teknologi [13].

Di luar aspek kegunaan dan aksesibilitas, kualitas
pengalaoman pengguna dalam layanan pemerintah
digital juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan
persepsi sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa
persepsi kemudahan penggunaan, kebermanfaatan,
keamanan data, serta kepercayaan terhadap institusi
pemerintah berperan penting dalam membentuk niat
pengguna unfuk terus menggunakan layanan digital
pemerintah [14], [15]. Kuadlitas informasi dan kualitas
layanan yang disediakan oleh aplikasi pemerintah
juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap
tingkat kepercayaan publik, terutama dalam konteks
layanan digital lokal dan regional [16]. Fakfor
transparansi, keandalan sistem, dan keamanan data
semakin dipandang sebagai elemen kunci yang fidak
hanya memengaruhi pengaloman pengguna, tetapi
juga legitimasi layanan pemerintah di era digital [17].
Dari sisi metodologis, penelitian UlI/UX pada aplikasi
pemerinfah menunjukkan keberagaman pendekatan
evaluasi. Metode berbasis ahli, seperti Heuristic
Evaluation dan Cognitive Walkthrough, banyak
digunakan unfuk mengidentifikasi permasalahan



antarmuka secara  sistematis pada  tahap awal
pengembangan sistem  [8], [11]. Di sisi lain,
pendekatan berbasis pengguna, seperti  Usability
Testing dan Think-Aloud Protocol, memberikan
pemahaman empiris mengenai perilaku dan kesulitan
pengguna dalam berinteraksi dengan  aplikasi
pemerintah [9], [18]. Selain itu, instrumen terstandar
seperti System Usability Scale (SUS) dan kerangka I1SO
25022/25023 digunakan untuk mengukur kualitas
pengalaoman pengguna secara kuantitatif  dan
memungkinkan perbandingan lintas sistem [4], [19].
Sejumlah penelitian juga menekankan pentingnya
pendekatan evaluasi kombinatif guna memperoleh
gambaran  yang lebih  komprehensif mengenai
pengalaman pengguna di sektor publik digital [1], [4].

Meskipun  penelitian  terkait  UI/UX  aplikasi
pemerintah terus berkembang, hingga saat ini belum
banyok kagjian sistematis  yang secara  khusus
memetakan metode evaluasi UI/UX dalam konteks e-
government  secara ferfokus dan  menyeluruh.
Sebagian besar studi masin bersifat parsial, berfokus
pada satu aplikasi atau konteks tertentu, serta
menitikberatkan pada faktor adopsi teknologi tanpa
mengulas secara mendalam pendekatan evaluasi
antarmuka dan  pengalaman  pengguna  yang
digunakan. Oleh karena itu, diperukan kajian
sistematis  untuk  mengidentifikasi kecenderungan
metodologis, pola permasalahan UX yang berulang,
serta celah penelitian  yang masin  ferbuka.
Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini melakukan
Systematic Literature Review (SLR) untuk memetakan
dan mensintesis meftode evaluasi UI/UX yang
digunakan dalam penelitian aplikasi pemerintah
berdasarkan sepuluh artikel terpilin. Sejalan dengan
fujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua
perfanyaan penelitian sebagai berikut:

RQ1: Metode evaluasi UI/UX apa saja yang digunakan
dalam penelitian terkait aplikasi pemerintah?

RQ2: Apa temuan utama dan tantangan desain yang
teridentifikasi dari penelitian UI/UX pada aplikasi
pemerintah?

Dengan menjawab kedua perfanyaan penelitian
tersebut, studi ini diharapkan tidak hanya memberikan
kontribusi  teoretis dalam memperkaya  kajian
mengenai evaluasi Ul/UX pada aplikasi pemerintah,
tetapi juga menawarkan sintesis metodologis yang
terstruktur mengenai pendekatan evaluasi yang felah
digunakan dalam penelitian e-government. Temuan
dari Systematic Literature Review ini diharapkan dapat
menjadi rujukan bagi peneliti dalam mengidentifikasi
metode evaluasi yang paling relevan sesuai konteks
layanan publik digital, serta memberikan dasar empiris
bagi pengembang sistem dan pengambil kebijakan
dalaom merancang dan meningkatkan  kualitas
antarmuka serta  pengalaman  pengguna  pada
layanan digital pemerintah. Dengan demikian,
penelitian  ini  berkontribusi  dalam  mendukung
pengembangan layanan digital pemerintah yang
lebin efektif, inklusif, dan berorientasi pada pengguna,
sejalan dengan tuntutan fransformasi digital sektor
publik yang berkelanjutan.
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METODE

Systematic Literature Review (SLR) digunakan
dalom penelitian ini untuk memetakan ruang lingkup
dan karakteristik penelitian terkait metode desain serta
evaluasi UI/UX pada aplikasi pemerintah secara
komprehensif dan terstruktur. Melalui pendekatan ini,
penelitian bertujuan mengidentifikasi kecenderungan
metodologis yang berkembang, variasi pendekatan
evaluasi  yang digunakan, serta  kesenjangan
pengetahuan yang masih belum ferjawab dalam
kajian UI/UX pada konteks e-government. Untuk
menjamin  tfransparansi  dan reprodusibilitas  proses
peninjauan literatur, penelition  ini mengadopsi
kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang
menyediokan panduan sistematis dalam tahapan
identifikasi, penyaringan, evaluasi kelayakan, hingga
sinfesis dafta dari literatur yang relevan. Secara
operasional, tahapan SLR dalam penelitian ini terdiri
atas empat langkah utama, yaitu: (1) identifikasi dan
perumusan pertanyaan penelitian sebagai dasar fokus
kajian, (2) penelusuran dan identifikasi studi-studi yang
relevan melalui baosis data ilmiah, (3) seleksi studi
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah
ditetapkan, serfa (4) pemetaan dan sinfesis data
penelitian untuk mengungkap pola metodologis dan
femuan utama yang berkaitan dengan desain dan
evaluasi UI/UX pada aplikasi pemerintah.

Identifikasi

ifikasi Seleksi
Identifikasi Berdasarkan Pemetaan Data
Penelitian Studi Relevan Kriteria Penelitian
Kelayakan

Pertanyaan
Gambar 1. Prosedur Penelitian

Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Tahap awal penelitian  dilakukan  dengan
merumuskan perfanyaan penelitian  yang secara
khusus berfokus pada pemetaan metode evaluasi
UI/UX yang digunakan dalam konteks aplikasi
pemerintah. Perumusan pertanyaan penelitian ini
didasarkan pada hasil finjouan awal literatur yang
menunjukkan keberagaman pendekatan evaluasi,
serfa pada kondisi empiris yang mengungkap masih
tingginya tantangan pengalaman pengguna dalam
implementasi aplikasi layanan publik digital. Selain itu,
perumusan pertanyaan penelitian juga
mempertimbangkan kebutuhan akan suatu
gambaran yang ferstruktur dan sistematis mengenai
kecenderungan metodologi penelitian Ul/UX di ranah
e-government. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian
dirancang tidak hanya untuk mengidentifikasi
pendekatan evaluatif yang digunakan, tetapi juga
untuk mengeksplorasi temuan-temuan utama dan isu
desain yang berulang, sehingga dapat memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai kualitas
desain anfarmuka dan pengaloman  pengguna
dalam aplikasi pemerintah digital.

Dengan demikian, SLR ini
menjawab dua pertanyaan utama:

diarahkan untuk



1. Metode evaluasi UI/UX apa yang digunakan
dalam penelitian terkait aplikasi pemerintah?, dan

2. Apa temuan utama dan tantangan desain yang
teridentifikasi dari penelitiaon UI/UX pada aplikasi
pemerintah?

Identifikasi Studi Relevan

Strategi  pencarian  literatur  dikembangkan
dengan memanfaatkan  basis  data  Scopus,
mengingat kredibilitasnya yang tinggi serta cakupan
publikasi iimiah internasional yang luas dan terindeks
secara ketat. Penelusuran literatur  dilakukan
menggunakan kombinasi kata kunci yang dirancang
untuk merepresentasikan aspek UI/UX, konteks aplikasi
pemerintah, serta pendekatan metodologis yang
digunakan dalom penelitian. Kombinasi kata kunci
yang digunakan dalam proses pencarian adalah
sebagai  berikut:  (“user inferface” OR  *“user
experience”) AND (“government applicafion” OR “e-
government”) AND ("method” OR “model” OR
“framework”).

Pencarian awal melalui basis data Scopus
menghasilkan sebanyak 275 artikel. Untuk
meningkatkan relevansi dan kesesuaian dengan fokus
penelitian, sejumlah kriteria pembatasan diterapkan,
meliputi  tfahun publikasi 2021-2025, penggunaan
bahasa Inggris, jenis dokumen berupa artikel jurnal
dengan akses terbuka, serfa bidang iimu Computer
Science. Penerapan pembatasan ini bertujuan untuk
memastikan  bahwa  literatur  yang  dianalisis
merefleksikan perkembangan terkini, memiliki kualitas
akademik yang memadai, serta relevan dengan
konteks pengembangan dan evaluasi sistem digital.
Pendekatan ini selaras dengan praktik identifikasi
literatur yang direkomendasikan dalam pedoman
metodologis PRISMA.

Selanjutnya, studi-studi yang berhasil dikumpulkan
pada tahap awal dievaluasi secara bertahap melalui
penelaahan metadata, yang mencakup judul,
abstrak, dan kata kunci. Proses ini dilakukan untuk
menilai keterkaitan substantif setiap artikel dengan
topik penelifian, khususnya yang berkaitan dengan
evaluasi  desain  anfarmuka dan  pengalaman
pengguna pada aplikasi pemerintah digital. Hanya
artikel yang menunjukkan relevansi langsung dengan
konteks UI/UX dalam layanan e-government yang
dipertahankan untuk tahap seleksi selanjutnya.

Seleksi Berdasarkan Kriteria Kelayakan

Proses seleksi studi dilakukan melalui tahapan
penyaringan (screening) yang mengacu pada
pedoman PRISMA untuk memastikan fransparansi dan
konsistensi dalam pemilinan literatur. Tahap screening
diowali dengan penelaahan judul dan abstrak dari
seluruh artikel yang diperoleh pada tahap identifikasi
awal, dengan tujuan untuk mengidentifikasi studi yang
memiliki relevansi langsung terhadap evaluasi desain
antarmuka dan pengalaman pengguna (Ul/UX) pada
aplikasi pemerintah. Pada tahap ini, artikel yang tidak
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berfokus pada aspek UI/UX, seperti studi yang hanya
membahas kebijakan tata kelola, kerangka regulasi,
keamanan sistem, atau isu e-government secara
umum ftanpa melibatkan evaluasi antarmuka maupun
pengalaman pengguna, dikeluarkan dari  proses
seleksi. Penyaringan awal ini  bertujuan  untuk
mempersempit korpus literatur agar hanya mencakup
penelitian yang secara substantif selaras dengan fokus
dan tujuan Systematic Literature Review yang
dilakukan.

[ Article search via p! : D 2025 ]

]

Searching by: (("user interface"
OR "user experience") AND

»| ("government application" OR "e-
government") AND ("Method" OR
"Model" OR "Framework"))
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Identification
A

[

l

Records by limited
keyword
(n =208)
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| Limited keyword: User Interface,
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Y
Records by limited year,

Limited by year : 2021-2025,

o
c
5 subject area and language * subject area : Computer Science,
s (n =52) language : English
i (n = 156)
Record assessed for Limited access : Open Access,
eligibility > document type : Article
(n=13) (n=39)

i

Studies included in review
(n=10)

[ Included ] [

Gambar 2. Alur Diagram PRISMA

Artikel dikeluarkan dari proses seleksi apabila tidak
menyediakan informasi yang jelas mengenai metode
evaluasi  UI/UX, fidak berkaitan dengan konteks
layanan pemerintah  atau aplikasi  e-government,
bukan merupakan artikel penelitian asli  (seperti
editorial, opini, atau artikel tinjauan), atau fidak
tersedia dalam bentuk teks lengkap. Berdasarkan
kriteria tersebut, sebanyak 13 artikel dinyatakan
memenuhi kriteria kelayakan (eligibility) pada tahap
awal. Selanjutnya, dilakukan peninjauan kesesuaian
yang lebih mendalam terhadap tujuan dan fokus
penelitian untuk memastikan keterkaitan substantif
setiop artikel dengan pemetaan metode evaluasi
UI/UX pada aplikasi pemerintah. Melalui proses ini, 10
artikel dipilih sebagai sumber utama dalam analisis
akhir. Tahap seleksi ini bertujuan unfuk menjamin
bahwa hanya artikel dengan tingkat relevansi yang
tinggi dan kualitas metodologis yang memadai yang
disertakan dalam sintesis Systematic Literature Review.
Dengan demikian, hasil  kagjian yang dihasilkan
diharapkan dapat disgjikan secara akurat, sistematis,
dan berlandaskan bukti ilmiah yang kuat.



Pemetaan Data Penelitian

Tahap akhir penelitian mencakup sintesis tematik
(thematic synthesis) terhadap seluruh artikel terpilih.
Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi dan
mengelompokkan pola metode evaluasi UI/UX yang
digunakan, kecenderungan pemanfaatan instrumen
pengukuran pengalaman pengguna, serta isu-isu UX
yang muncul secara berulang dalam berbagai
konteks aplikasi pemerintah. Selanjutnya, temuan-
temuan tersebut dianalisis secara komparatif untuk
mengungkap tren metodologis, kesamaan dan
perbedaan pendekatan evaluasi, serfa tantfangan
desain yang konsisten dilaporkan dalam literatur. Hasil
andalisis kemudian disajikan secara sistematis unfuk
menjawab perfanyaan penelitian dan memberikan
kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian
Ul/UX pada layanan digital pemerintah.

Pendekatan sintesis tematik ini memastikan bahwa
hasil Systematic Literature Review tidak hanya bersifat
deskripfif, tetapi juga analitis dan interpretatif, sejalan
dengan prinsip metodologis SLR yang menekankan
pemahaman mendalaom terhadap pola dan
hubungan antar temuan penelitian. Berdasarkan
keseluruhan tahapan identifikasi, seleksi, dan evaluasi
kelayakan yang telah dilakukan, diperoleh sebanyak
10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan
dinyatakan relevan untuk diandlisis lebih lanjut dalam
penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Seleksi Jurnal

No Tahunterbit Kandidaf Terpilih
1 2021 6 0
2 2022 9 3
3 2023 5 0
4 2024 8 2
5 2025 11 5

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumiah
artikel kandidat mengalami  peningkatan  yang
signifikan pada periode 2024-2025, yang menunjukkan
meningkatnya perhatian peneliti ferhadap isu UI/UX
pada aplikasi pemerintah dalam beberapa tahun
terakhir. Meskipun demikian, fidak seluruh artikel
kandidat memenuhi  kriteria inklusi  yang telah
ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2023, tidak terdapat
artikel yang memenuhi kriteria kelayakan —akhir,
terutama karena keterbatasan fokus pada evaluasi
Ul/UX atau tidak adanya penjelasan metode evaluasi
yang eksplisit. Artikel terpilih didominasi oleh publikasi
tahun 2024 dan 2025, yang mencerminkan bahwa
kagjian UI/UX pada aplikasi pemerintah  dengan
pendekatan evaluatif yang jelas merupakan fopik
yang relatif mutakhir dan masih berkembang. Distribusi
ini menegaskan bahwa penelitian mengenai evaluasi
Ul/UX di  sekfor publik cenderung mengikuti
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perkembangan transformasi digital pemerintah yang
semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Studi Terpilih

Berdasarkan proses seleksi literatur menggunakan
pedoman PRISMA, diperolen 10 artikel yang
memenuhi seluruh kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut
dipublikasikan pada rentang tahun 2021-2025 dan
mencakup berbagai konteks aplikasi pemerintah, baik
berbasis web maupun aplikasi seluler. Keragaman
konteks ini menunjukkan bahwa isu UlI/UX pada
aplikasi pemerintah bersifat lintas sektor dan lintas
wilayah geografis, mulai dari layanan administrasi
publik, layanan imigrasi, pengadaan elektronik,
hingga layanan berbasis mobile government. Selain
itu, variasi konteks penelitian juga mencerminkan
perbedaan  karakteristk  pengguna, kebutuhan
layanan, serta tantangan desain antarmuka yang
dihadapi pada masing-masing lingkungan
pemerintahan.

Dari Sisi metodologis, studi-studi ferpilin
menunjukkan  penggunaan  pendekatan evaluasi
yang beragam, baik yang bersifat kualitatif, kuantitatif,
maupun kombinasi keduanya. Hal ini menegaskan
bahwa evaluasi UI/UX pada aplikasi pemerintah tidak
dapat dilakukan dengan safu pendekatan tunggal,
melainkan memerdukan metode yang adapfif
terhadap tujuan evaluasi dan karakteristik pengguna.
Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis
mengenai karakteristik studi yang dianalisis, Tabel 2
menyajikan ringkasan konteks penelitian, metode
evaluasi, instrumen yang digunakan, serta temuan
utama dari masing-masing artikel terpilih.

Tabel 2. Hasil Seleksi Jurnal

No Penulis Jenis Aplikasi Platform
1 Wibisono & Sistem Web
Utami administrasi
(2025) publik
2 Harari et al. Layanan e- Web
(2025) government
3 Alabdulrah Mobile Mobile
man et al. government
(2025)
4 Williams & Layanan Web
Schoenebe imigrasi
ck (2025) pemerintah
5 El-Kassem Mobile Mobile
(2025) government
6 Kala et al. Layanan e- Web
(2024) government
7 Zubir & Layanan e- Web
Latip (2024) government
8 Kureerung Aplikasi Web
et al. (2022) informasi

kebencanaan




9 Hashim et E-procurement Web

al. (2022) pemerintah
10 Kumaret Mobile Mobile
al. (2022) government

Sumber: Hasil Olah Data

Metode Evaluasi Ul/UX pada Aplikasi
Pemerintah (RQT)

Haisil sintesis menunjukkan bahwa metode evaluasi
Ul/UX yang digunakan dalam penelitian aplikasi
pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam figa
kategori utama, yaitu metode berbasis ahli (expert-
based evaluation), metode berbasis pengguna (user-
based evaluation), dan metode kuantitatif berbasis
model adopsi dan persepsi pengguna. Metode
berbasis ahli dan berbasis pengguna merupakan
pendekatan yang paling dominan digunakan dalam
penelitian yang diandlisis.

Metode berbasis ahli umumnya diterapkan untuk
mengidentifikasi permasalahan antarmuka  secara
sistematis melalui penilaian terhadap prinsip-prinsip
kegunaan dan aksesibilifas. Pendekatan ini efekfif
dalom menemukan masalah  struktural  seperti
ketidakkonsistenan desain, navigasi yang tidak intuitif,
serta keterbatasan umpan balik sistem. Sementara itu,
metode berbasis pengguna digunakan  untuk
memperoleh pemahaman empiris  mengenai
pengalaoman aktual pengguna saat berinteraksi
dengan aplikasi pemerintah. Metode ini
memungkinkan peneliti mengamati secara langsung
hambatan penggunaan, gangguan alur tugas, serta
persepsi pengguna tferhadap kemudahan dan
kenyamanan sistem.

Selain itu, beberapa penelitian menerapkan
metode kuantitatif berbasis model adopsi feknologi
untuk menganalisis hubungan antara kualitas UI/UX
dengan  kepuosan,  kepercayaan,  dan niat
penggunaan berkelanjutan. Pendekatan ini
menempatkan UI/UX sebagai variabel penting yang
memengaruhi  keberhasilan implementasi  layanan
digital pemerintah dari  perspekfif  pengguna.
Kombinasi berbagai pendekatan tersebut
menunjukkan bahwa evaluasi UI/UX pada aplikasi
pemerintah bersifat multidimensional dan memerlukan
metode yang saling melengkapi.

Tabel 3. Metode Evaluasi UlI/UX yang Digunakan

Rifqi Fahrudin et.al / Vol.5 No.1 Juni 2026 hal 768-777

Survei UX,

model Layanan e-
Kuantitafif adoosi 3 government,
(Model) P e-

(TAM/PLS-

SEM) procurement

Kategori Metode Jumlah Contoh
. . Konteks

Metode Evaluasi Studi L
Aplikasi
Heuristic Administrasi

Berbasis Evaluation, 3 publik,
Ahli Cognitive website
Walkthrough pemerintah

Usability .

. Testing, Think- Mobile
Berbasis government,
Pengguna Aloud 4 layanan

99 Protocoal, ay .
imigrasi
wawancard

Sumber: Hasil Olah Data

Pendekatan berbasis ahli banyak digunakan
untuk  mengidentifikasi  permasalahan  struktural
anfarmuka, sedangkan pendekatan  berbasis
pengguna memberikan pemahaman empiris terkait
interaksi dan pengalaman nyata pengguna.

Instrumen dan Kerangka Pengukuran UX

Selain metode evaluasi, studi-studi terpilih juga
menggunakan beragam instrumen dan kerangka
pengukuran untuk menilai kualitas desain antarmuka
dan pengalaman  pengguna  pada  aplikasi
pemerintah. Instrumen-instrumen tersebut berperan
penting dalam menyediackan ukuran yang lebih
objektif terhadap aspek kegunaan, kepuasan,
efisiensi, serfa persepsi pengguna terhadap sistem.
Secara umum,  instrumen kuantitafif ~ sering
dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif guna
meningkatkan validitas dan kedalaman hasil evaluasi.

Instrumen yang paling banyak digunakan adalah
System Usability Scale (SUS), yang berfungsi untuk
mengukur tingkat kegunaan sistem secara cepat dan
terstandar.  SUS banyak  diterapkan karena
kemudahannya dalam penggunaan serta
kemampuannya memberikan gambaran komparatif
mengenai kualitas kegunaan antarsistem. Selain SUS,
beberapa studi mengacu pada standar internasional
seperti ISO 25022 dan ISO 25023 sebagai bagian dari
kerangka Systems and Software Quality Requirements
and Evaluation (SQuaRE). Standar ini digunakan untuk
mengukur dimensi kualitas perangkat lunak yang lebih
luas, termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan
pengguna.

Di sisi lain, beberapa penelitian memanfaatkan
kerangka konseptual berbasis model adopsi dan
keberhasilan sistem, seperti Technology Acceptance
Model (TAM) dan model analisis strukfural (misalnya
PLS-SEM), untuk memahami hubungan antara kualitas
UI/UX dengan kepuasan, kepercayaan, dan niat
penggunaan berkelanjutan. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa pengukuran UX dalam konteks
aplikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek
kegunaan teknis, fetapi juga pada faktor psikologis
dan persepsi  pengguna. Kombinasi instrumen
kuantitatif dan kualitatif fersebut mencerminkan
kecenderungan penelitian UI/UX pada aplikasi
pemerintah yang semakin mengarah pada evaluasi
yang komprehensif dan multidimensional.

Tabel 4. Instrumen dan Kerangka Pengukuran UX

No Instrumen / Jumlah Fungsi Utama
Kerangka Studi
1 System Kegunaan,
Usability Scale kemudahan




7
(SUS) penggunaan
> 15025022/150 Efeef:jg:s‘?s
25023 K '
epuasan
struktural (PLS- 3 P nig}’
SEM) '
penggunaan
4 Wawancarag, Persepsi,
observasi, 3 hambatan
Think-Aloud penggunaan

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa
pengukuran UX pada aplikasi pemerintfah umumnya
fidok  mengandalkan  safu  insfrumen  tunggal,
melainkan memadukan berbagai skala, standar, dan
kerangka konseptual untuk memperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai kualitas sistem.
Kecenderungan penggunaan instrumen terstandar
seperti SUS dan ISO 25022/25023 menunjukkan upaya
peneliti dalam menjaga objektivitas dan konsistensi
pengukuran, sementara pemanfaatan model adopsi
dan instrumen kudalitatif memperkaya pemahaman
terhadap persepsi dan pengalaman pengguna.

Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan
pengukuran  UX yang mulfidimensional dalom
mengevaluasi aplikasi pemerintah, guna

menghasilkan rekomendasi desain yang lebih tepat,
kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan
pengguna.

Temuan Utama dan Tantangan Desain UlI/UX
(RQ2)

Sintesis tematik ferhadap sepuluh studi terpilin
mengidentifikasi sejumlah permasalahan UI/UX yang
muncul secara berulang dalam berbagai konfeks
aplikasi  pemerintah.  Permasalahan-permasalahan
tersebut mencerminkan tfantangan utama dalam
pengembangan layanan  digital  publik  yang
berorientasi pada pengguna, baik pada platform
berbasis web maupun aplikasi  seluler. Temuan
menunjukkan  bahwa isu  UI/UX pada aplikasi
pemerintah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
berkaitan erat dengan aspek kognitif, emosional, dan
aksesibilitas pengguna.

Salah satu tantangan yang paling dominan
adalah navigasi yang fidak intuifif dan struktur
informasi yang kompleks. Banyak aplikasi pemerintah
dirancang dengan alur yang tidak selaras dengan
pola pikir dan kebutuhan pengguna, sehingga
menyulitkan pengguna dalam menemukan informasi
atau menyelesaikan tugas secara efisien. Selain itu,
kurangnya konsistensi desain antarmuka
antarhalaman serfa penggunaan istilah teknis yang
tidak familier furut  memperburuk pengalaman
pengguna, terutama bagi masyarakat dengan tingkat
literasi digital yang beragam.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan umpan
balik sistem yang fidak memadai dan kurangnya
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dukungan interaksi. Beberapa studi  melaporkan
bahwa sistem tidak memberikan respons yang jelas
terhadap findakan pengguna, seperti  konfirmasi
proses, pesan kesalahan, atau panduan pemulihan
ketika terjadi kegagalan. Kondisi ini menimbulkan
kebingungan, frustrasi, serta menurunkan
kepercayaan pengguna terhadap layanan digital
pemerintah.

Isu aksesibilitas juga menjadi temuan penting
dalam sintesis ini. Aplikasi pemerintah sering kali belum
sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pengguna
dengan disabilitas, baik dari sisi desain visual, navigasi,
maupun kompatibilitas dengan teknologi bantu.
Hambatan aksesibilitas ini tidak hanya berdampak
pada kegunaan sistem, tetapi juga menimbulkan
beban emosional dan rasa eksklusi bagi kelompok
pengguna fertentu. Selain itu, keterbatasan adaptasi
desain terhadap berbagai perangkat dan kondisi
penggunaan turut memengaruhi kualitas
pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut
menunjukkan bahwa tantangan desain UI/UX pada
aplikasi pemerintah bersifat sistemik dan berulang
lintas studi. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan
desain yang lebih berpusat pada pengguna, inklusif,
dan berbasis evaluasi berkelanjutan agar layanan
digital pemerintah dapat memenuhi  kebutuhan
masyarakat secara efektif.

Tabel 5. Pola Permasalahan UI/UX pada Aplikasi

Pemerintah
No Kategori Deskripsi Dampak
terhadap
Tantangan Permasalahan
Pengguna
L Kesulitan
Navigasi & Ngwggy fidak menemukan
intuitif, alur . .
1 Struktur informaisi,
. tfugas
Informasi penurunan
kompleks L
efisiensi
Konsistensi Desain tidak Kebingungan
2 konsisten dan beban
Antarmuka o
antarhalaman kognitif
Respons sistem
fidak jelas, Frustrasi dan
Umpan
3 e pesan penurunan
Balik Sistem
kesalahan kepercayaan
minim
Tldolgcr]orinoh Eksklusi dan
4 Aksesibilitas 9 keterbatasan
pengguna penggunaan
disabilitas
Dukungan Panduan dan Ke‘;er:gcérgzh
5 9 bantuan tidak ganp
Pengguna . bantuan
memadai
eksternal

Sumber: Hasil Olah Data

Sintesis dan Implikasi Pembahasan

Temuan-temuan UI/UX yang diidentifikasi pada
RQ2 menunjukkan bahwa permasalahan desain pada



aplikasi pemerintah tidak dapat diselesaikan melalui
pendekatan parsial atau berorientasi teknis semata.
Navigasi yang kompleks, kurangnya umpan balik
sistem, serta hambatan aksesibilitas mengindikasikan
bahwa proses perancangan sering kali  belum
sepenuhnya mengintegrasikan  kebutuhan dan
karakteristik pengguna sejak tahap awal
pengembangan. Oleh karena itu, pendekatan user-
cenftered design perlu diterapkan secara konsisten,
fidok hanya sebagai metode evaluasi, tetapi juga
sebagai landasan utama dalam proses desain dan
pengembangan sistem.

Selain itu, hasil sintesis mengungkap bahwa
sebagian besar permasalahan UlI/UX muncul akibat
minimnya iterasi desain berbasis pengujian pengguna.
Evaluasi UI/UX pada banyak studi masih dilakukan

pada tfahap akhir pengembangan, sehingga
rekomendasi perbaikan bersifat reaktif dan terbatas
pada penyempurnaan anfarmuka.  Kondisi ini

menegaskan pentingnya integrasi evaluasi UX secara
berkelanjutan (confinuous UX evaluation) sepanjang
siklus  hidup aplikasi  pemerinfah, mulai  dari
perancangan awal, implementasi, hingga fahap
pemeliharaan.

Isu aksesibilitas yang berulang juga memiliki
implikasi strategis bagi pengembang dan pembuat
kebijokan. Kegagalan dalom  mengakomodasi
kebutuhan pengguna dengan disabilitas dan
keterbatasan literasi digital berpotensi memperlebar
kesenjangan digifal serfa menghambat  tujuan
inklusivitas layanan publik. Oleh karena itu, penerapan
prinsip inclusive design dan kepatuhan terhadap
standar  aksesibilitas  perlu  diposisikan  sebagai
persyaratan utama, bukan sekadar pelengkap dalam
pengembangan aplikasi pemerintah.

Sintesis Lintas Studi

Temuan pada RQ1, fterlihat bahwa metode
evaluasi Ul/UX yang digunakan berpengaruh langsung
terhadap jenis permasalahan  yang  berhasil
diidentifikasi dalam aplikasi pemerintah. Metode
berbasis ahli cenderung efektif dalom menemukan
masalah struktural dan pelanggaran prinsip kegunaan,
seperti inkonsistensi desain, ketidaksesuaian
terminologi, serfa ketidakjelasan navigasi dan umpan
balik sistem. Pendekatan ini memberikan gambaran
awal mengenai kelemahan antarmuka dari sudut
pandang prinsip desain dan standar usability, namun
relatif terbatas dalam menangkap pengalaman
subjektif pengguna.

Sebaliknya, metode berbasis pengguna lebih
mampu mengungkap permasalahan yang bersifat
kontekstual, emosional, dan perilaku, yang muncul
selaoma inferaksi nyata dengan sistem.  Melalui
pengujian langsung, observasi, dan protokol berpikir
keras (think-aloud), penelitian dapat mengidentifikasi
hambatan penggunaan yang fidak selalu terdeteksi
melalui evaluasi berbasis ahli, seperti kebingungan
pengguna, rasa frustrasi, serta kesenjangan antara
alur sistem dan ekspektasi pengguna. Temuan-temuan
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ini sangat relevan dalam konteks aplikasi pemerintah
yang melayani pengguna dengan latar belakang,
kebutuhan, dan tingkat literasi digital yang beragam.
Sementara itu, pendekatan kuantitatif berbasis model
adopsi dan analisis struktural memberikan
pemahaman yang lebih luas mengenai dampak
kumulatif permasalahan UI/UX terhadap variabel-
variabel kunci, seperti kepuasan, kepercayaan, dan
niat penggunaan berkelanjutan. Pendekatan ini
menempatkan UI/UX sebagai faktor strategis yang
memengaruhi  keberhasilon implementasi  layanan
digital pemerintah, bukan sekadar aspek teknis
antarmuka.

Keterkaitan antara temuan RQ1 dan RQ2
tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu metode
funggal yang mampu menangkap seluruh dimensi
pengaloman pengguna pada aplikasi pemerintah.
Oleh karena itu, pendekatan evaluasi UI/UX yang
mengombinasikan metode berbasis ahli, berbasis
pengguna, dan andadlisis kuantitafif menjadi strategi
yang paling relevan untuk menghasilkan pemahaman
yang komprehensif. Pendekatan  terpadu  ini
memungkinkan identifikasi  permasalahan  secara
menyeluruh  sekaligus  mendukung  perumusan
rekomendasi desain  yang lebih tepat guna,
kontekstual, dan berdampak bagi peningkatan
kualitas layanan digital pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan Systematic Literature
Review untuk mengkagji metode evaluasi dan
pendekatan desain UI/UX yang diterapkan pada
aplikasi pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap
sepuluh artikel terpilin, hasil kajian  menunjukkan
bahwa evaluasi UI/UX dalam konteks e-government
umumnya dilakukan melalui  kombinasi metode
berbasis ahli dan metode berbasis pengguna.
Heuristic  Evaluation dan Cognitive  Walkthrough
banyak digunakan untuk mengidentifikasi
permasalahan struktural antarmuka secara sistematis,
sementara Usability Testing dan Think-Aloud Protocol
memberikan pemahaman empiris mengenai
pengalaman dan perilaku pengguna selama interaksi
langsung dengan sistem.

Selain metode evaluasi, instrumen pengukuran UX
yang dominan meliputi System Usability Scale (SUS)
dan standar ISO 25022/25023, yang berperan dalam
memberikan penilaian kuantitatif terhadap fingkat
kegunaan dan kudlitas sistem. Sintesis  tematik
mengungkap sejumlah permasalahan UI/UX yang
muncul secara konsisten, seperti navigasi yang tidak
intuitif, kurangnya umpan balik sistem, kompleksitas
struktur informasi, serta keterbatasan aksesibilitas bagi
pengguna dengan kebutuhan khusus. Temuan
tersebut menegaskan bahwa kualitas UI/UX aplikasi
pemerinfah  masih  menjadi  faktor krusial yang
memengaruhi kepuasan, kepercayaan, dan
keberlanjutan penggunaan layanan digital publik.

Berdasarkan  hasil  kagjian,  penelitian  ini
menyimpulkan bahwa pendekatan evaluasi UI/UX



yang bersifat integratif dan berorientasi  pada
pengguna merupakan strategi yang paling efektif
dalam konteks aplikasi pemerintah. Kombinasi evaluasi
heuristik, pengujian langsung dengan pengguna, serta
pengukuran kuantitatif diperlukan untuk menghasilkan
rekomendasi desain  yang komprehensif  dan
kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengeksplorasi evaluasi UX dalam jangka panjang,
penggunaan data periloku pengguna secara nyata,
serta pengembangan antarmuka yang adaptif dan
inklusif  guna  mendukung transformasi  digital
pemerintah yang berkelanjutan.
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